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Penjelasan (explanation) Mengenai Tingkat Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

I. Pendahuluan

Pertanian diyakini sebagai salah satu penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
khususnya dari aspek ketahanan pangan. Pertanian bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, melalui

peningkatan kehidupan ekonomi, terutama bagi si produsen pangan atau petani.

Kehidupan ekonomi dalam arti yang spesifik berkaitan dengan pendapatan atau penghasilan. Namun,
kajian terkait petani hampir selalu menyajikan laporan yang cukup mengecewakan, yaitu rendahnya
pendapatan atau penghasilan para petani. Dapat dipastikan hasil studi yang selanjutnya disampaikan

adalah tentang fenomena kemiskinan di tingkat rumah tangga petani.

Banyak kajian secara implisit memandang bahwa petani memiliki posisi yang lemah di dalam sistem
agribisnis dan/atau pertanian. Para petani dianggap sulit keluar dari kesulitan ekonomi sebagai
konsekuensi dari bargaining position mereka yang rendah di tingkatan paling bawah value chain.
Sebaliknya, Tulisan ini memiliki cara pandang yang berbeda. Secara eksplisit Tulisan ini berpendapat
bahwa para petani adalah penentu masa depan pertanian negara ini. Petani dianggap justru memiliki
bargaining yang kuat dalam konteks ‘kebebasan’ memilih dan berusaha. Tetapi yang terjadi adalah
petani mewujudkan kebebasan tersebut dengan cara mereka sendiri, dan hal ini seringkali tidak

sejalan dengan program pembangunan pertanian berkelanjutan.

Namun demikian, paradigma baru dalam pembangun pertanian tidak lagi identik dengan
pembangunan pada tingkat petani (farm level) tetapi memiliki perspektif tentang bagaimana
meningkat daya saing (competitivenes) pada tingkat desa (OECD, 2006). Oleh karena itu, kebijakan
mengenai pembangunan pertanian diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah/desa dengan
maksud agar masyarakat daerah/desa yang bermata pencaharian beragam (termasuk petani) ikut
merasakan manfaat dari pembangunan tersebut; dan untuk itu masyarakat perlu partisipatif. Oleh
karenaitu, Tulisan ini melihat akar permasalahan pertanian di Indonesia dari sudut pandang yang lebih
tinggi dan luas, daripada mencari faktor-faktor atau variabel-variabel penyebab kemiskinan pada level

rumah tangga petani.

Salah satu karakter dasar kebijakan/program pembangunan pertanian (yang dibuat di level eksekutif
atau pemerintah) adalah bersifat general, yaitu tidak dibuat spesifik (berbeda) pada level desa.
Walaupun program yang dibuat tersebut telah dipertimbangkan secara relatif baik dari segi konsep
dan tujuan implementasinya — karena bersifat general — diyakini masih terdapat berbagai kelemahan

atau ‘lubang-lubang’ yang belum ditutup pada tingkatan pelaksana (implementer). Akibatnya,



program tersebut tidak berjalan optimal atau kurang efektif. Hanya saja, belum diketahui di mana atau
pada aspek apa saja pembenahan harus dilakukan. Mungkin saja pembenahan justru bukan hanya
pada program itu sendiri, tetapi pada faktor-faktor (yang berkaitan satu sama lain) dan berpengaruh
secara langsung maupun tidak langsung pada implementasi suatu program. Oleh karena itu perlu

penjelasan yang detail mengenai efektivitas/keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan potensi desa, memperkuat bargaining position
petani dan selanjutnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat adalah Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari dari kekayaan desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejaheraan masyarakat desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, 2018). Jadi, sebagian besar modal BUMDes berasal dari dana Desa dan tentu saja dana
Desa sebagian besar bersumber dari dana APBN. Setiap pihak pasti sangat menyayangkan bila
milyaran rupiah yang telah digelontorkan pemerintah tidak berjalan sesuai rencana atau sia-sia. Tidak
hanya dana APBN yang disayangkan, tetapi juga keprihatinan terhadap nasib jutaaan petani di
republik ini yang mungkin tidak kunjung membaik tingkat kesejahteraannya. Seperti misalnya, bila
BUMDes yang bertujuan menjadi ‘farmer companies’ atau perusahan para petani justru tidak berpihak
kepada petani (tetapi pada pemilik modal), tidak terarah dalam usahanya, atau malah tutup usia

sebelum berkembang.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018), jumlah
BUMDes meningkat pesat. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014, jumlah BUMDes hanya sebanyak
1.022 Unit, namun tahun 2016 meningkat drastis hingga 14.686 Unit dan diproyeksikan terus
meningkat jumlahnya. Pada tahun 2016, data menunjukkan bahwa dari total jumlah BUMDes di
Indonesia, sebanyak 6.728 unit (52%) berada di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, diikuti Jawa Timur
sebanyak 918 unit (7,14%) dan Jawa Tengah sebanyak 800 unit (6,22 %) (Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018). Namun demikian, tidak
semua BUMDes manajemennya berjalan maksimal, yaitu karena kurangnya sumber daya manusia
(SDM) yang kompeten untuk mengelola BUMDes (Kronik Desa, 2017). Tulisan ini berargumen bahwa
lemahnya SDM hanya salah satu ‘lubang’ dari berbagai ‘lubang’ atau kelemahan yang perlu

ditutup/diatasi secara menyeluruh.



1.1. Tujuan Penulisan

BUMDes dibentuk berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri
Desa No.4 tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran BUMDes.
Jadi fenomena BUMDes relatif baru di Indonesia, dan Tulisan ini berargumen bahwa sebagian besar
BUMDes belum berjalan sesuai harapan, tetapi tidak pula dikatakan telah gagal. Mengapa demikian?
Salah satu alasan yang paling rasional adalah the level of maturity atau pertumbuhan suatu badan
usaha, apapun nama dan jenisnya, membutuhkan paling tidak ‘waktu’ untuk sampai pada tingkat
mapan dan menunjukkan jati dirinya. Berapa lama ‘waktu’ yang dibutuhkan sampai tingkatan mapan
relatif antar BUMDes dan antar wilayah. Tulisan ini berargumen bahwa dalam kurun ‘waktu’ mencapai
tingkat kematangan yang lebih tinggi, terdapat berbagai hal dan/atau peristiwa (event) yang

berdampak pada keberhasilan atau kegagalan BUMDes.

Sebagian pihak mungkin berargumen bahwa ditemukan beberapa contoh dimana BUMDes
berkembang pesat dalam waktu relatif singkat. Namun, Tulisan ini tidak hanya berangkat pada kasus
spesifik (di mana terdapat contoh BUMDes dapat berkembang cepat pada suatu wilayah) tetapi
mempertimbangkan realita di mana kemampuan desa-desa di Indonesia umumnya bervariasi dalam

melaksanakan suatu kegiatan atau program (Bachrein, 2016; Kusuma, 2013; Nadir, 2013).

Dengan demikian, kasus-kasus yang menunjukkan keberhasilan suatu BUMDes (disuatu wilayah) perlu
dikaji dengan mendalam untuk melihat apakah terdapat suatu explanation (penjelasan) yang spesifik,
yang mungkin cenderung diabaikan atau justru digeneralisasi dalam kebijakan sentral (pemerintah)
mengenai BUMDes. Akibatnya, explanation yang spesifik tersebut secara tidak disadari turut
diabaikan di dalam implementasi BUMDes di Indonesia. Tulisan ini mengkonseptualisasi explanation
spesifik tersebut sebagai ‘pengaruh’ berbagai sumber daya, yang dapat berfungsi sebagai
pendukung/enabler pada sebuah BUMDes tetapi pada saat yang bersamaan dapat menjadi

penghambat/blocker pada BUMDes yang lain.

Sampai saat ini, BUMDes merupakan topik yang menarik bagi komunitas akademik untuk diteliti,
dibuktikan dengan berbagai artikel Tulisan mengenai BUMDes yang telah dipublikasikan (misalnya
Alkadafi, 2014; Budiono, 2015; Dewi & Prasetyo, 2016; Heriyanto, 2015; Ridwan, 2014). Namun
demikian, tulisan ini menemukan bahwa kajian Tulisan terdahulu memiliki berbagai kelemahan.
Pertama, berkaitan dengan kontribusi Tulisan. Beberapa Tulisan terdahulu hanya mengangkat
pentingnya BUMDes bagi desa dan petani, padahal UU No.6 tahun 2014 dan Permen Desa No.4 tahun
2015 sudah cukup jelas menerangkan hal tersebut, ditambah dengan penjelasan dari berbagai instansi

terkait dan media yang membahas tentang BUMDes (misalnya Kronik Desa, Berdesa, Keuangan Desa,



Kompas, Bumdes id dan lain sebagainya). Kedua, berkaitan dengan ruang lingkup (scope) Tulisan.
Sebagian Tulisan terdahulu mengambil kasus satu atau dua desa dan bagaimana peran pemerintah
desa tersebut mengelola BUMDes mereka. Tulisan ini memiliki perspektif bahwa pengelolaan BUMDes
di Indonesia adalah bagian dari sebuah manajemen sistem pembangunan. Kajian studi kasus purposive
pada satu atau dua BUMDes tidak memberikan gambaran utuh bagaimana sistem pengelolaan
BUMDes tersebut bekerja. Ketiga, berkaitan dengan konsistensi argumentasi. Beberapa Tulisan
terdahulu mengkritik pemerintah bahwa intervensinya terlalu besar sehingga usaha-usaha
masyarakat tidak berkembang. Dengan demikian Tulisan-Tulisan tersebut secara implisit berasumsi
bahwa kondisi yang relatif ‘liberal’ akan lebih suportif bagi masyarakat desa. Namun dalam
pembahasannya, Tulisan-Tulisan tersebut mengadvokasi BUMDes untuk mengikuti amanat
(peraturan-peraturan) pemerintah jika ingin berjalan baik. Kemudian dalam kesimpulannya, Tulisan-
Tulisan tersebut justru mengharapkan peran/keterlibatan pemerintah yang lebih besar lagi dalam

mendukung BUMDes.

Sebagai kajian akademik, Tulisan ini berkontribusi pada pembangunan desa (dan pertanian) dengan
melihat berbagai explanation (penjelasan) yang berpengaruh dalam implementasi BUMDes. Dengan
mengkaji kepentingan relatif (relative importance) dari berbagai explanation (penjelasan) yang ada,

Tulisan ini memaparkan hasil evaluasi yang obyektif agar kebijakan dan implementasi BUMDes lebih

baik di masa datang. Tulisan ini diyakini luas scope nya, berangkat dari tinjauan teoritis yang sistematik
dan disesuaikan dengan realita efektivitas (tingkat kemajuan) berbagai BUMDes. Sejauh yang peneliti
ketahui, belum ada studi atau kajian (mengenai BUMDes) yang melakukan pendekatan (analisis)

seperti yang dilakukan di dalam Tulisan ini.

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang baimanakah tingkat keberhasilan ataupun

kegagalan implementasi BUMDes yang ada saat ini dapat dijelaskan?



Il. Tinjauan Pustaka

2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018), desa dapat
mendirikan BUMDes dengan berbagai pertimbangan, termasuk adanya inisiatif pemerintah
desa/masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumberdaya alam di desa, sumber daya manusia
yang mampu mengelola BUMDes, dan penyertaan modal dari pemerintah desa (dalam bentuk

pembiayaan dan kekayaan desa) yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.

Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa yang membahas tentang pendirian BUMDes,
organisasi pengelola, dan modal usaha serta AD/ART BUMDes. Hasil kesepakatan musyawarah desa
menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan

Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes yang ditanda tangani oleh kepala desa.

Berdasarkan Undang-undang Desa No. 6 (2014) dan Peraturan Menteri Desa No.4 (2015), konsep
BUMDes merujuk kepada bentuk dari village government and community partnership atau kemitraan
pemerintah desa dengan masyarakat desa. BUMDes terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum
(Perseroan Terbatas, Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi) yang dibentuk atas dasar komitmen
masyarakat desa untuk menggalang kekuatan ekonomi. Bentuk-bentuk usaha BUMDes dapat
digolongkan menjadi tiga. Pertama, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) desa yang dibentuk untuk
menciptakan financial inclusion atau meraih modal di desa. LKM ini dapat beroperasi dalam berbagai
badan hukum seperti koperasi simpan pinjam, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) desa dan layanan
keuangan perbankan, seperti transfer, pembayaran kredit cicilan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Kedua, Unit Usaha Perdagangan dan Jasa. Unit ini memproduksi barang-barang tertentu dalam
rangka menghindarkan produsen dari tengkulak dan memperpendek rantai logistik. Bentuk kegiatan
bervariasi sepeti koperasi pertanian dan nelayan, toko desa/minimarket, jasa wisata, koperasi jasa
angkutan, dan perusahaan air minum kemasan. Ketiga, Unit Layanan. Unit ini khusus untuk
penyediaan pelayanan publik & penyaluran bantuan pemerintah. Pelayanan yang diberikan termasuk
voucher pangan (pengganti Raskin), pengelolaan air bersih dan penyedia listrik, distributor pupuk dan
bibit bersubsidi, dan pelayanan pembayaran listrik dan air (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, 2018).

BUMDes didorong untuk bekerjasama dengan pihak lain, terutama yang sejenis usahanya, untuk
mendukung kemajuannya. LKM dianjurkan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
khususnya Bank seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Unit Usaha Perdagangan dan Jasa berpeluang
melakukan kerjasama dengan BUMN (BULOG, PT Pertani), PDAM dan perusahaan swasta. Unit



Layanan dapat bekerja sama dengan BUMN (PLN, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pupuk Sriwidjaja), PDAM,

dan perusahaan swasta (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018).

Selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan, ‘anjuran’ bekerjasama dengan pihak lain dirubah
menjadi ‘keharusan’, dimana seluruh BUMDes yang ada akan didampingi oleh Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(2018), konsep pendampingan ini disebut sebagai holding BUMDes. Melalui holding tersebut
pengelolaan BUMDes diharapkan bisa berjalan maksimal, dan Holding BUMDes diharapkan dapat
mengontrol seluruh BUMDes di Indonesia, baik dari segi manajemen, sumber daya manusia dan
produktivitasnya (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018; Kronik
Desa, 2017). Mekanismenya adalah pihak BUMN membuat suatu badan anak BUMN yang akan
menjadi holding BUMDes, dan pemerintah kabupaten dan provinsi ambil bagian dari holding BUMDes

provinsi atau kabupaten yang sudah terbentuk (Gambar 1).
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Gambar 1. Konsep Holding BUMDes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, 2018).



lil. Explanation (penjelasan) mengenai efektivitas implementasi BUMDes

Kemampuan BUMDes untuk berkembang dan berfungsi sesuai harapan bergantung pada basic
material dan social asset (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) yang dimiliki. Material dan
aset ini adalah ‘modal’ atau capital yang merupakan sumberdaya yang harus dimiliki dengan proporsi
yang relatif seimbang atau balance. Berdasarkan penjelasan literatur, paling tidak ada empat capital

yang diasumsikan berpengaruh secara signifikan terhadap ‘kesuksesan’ BUMDes.

1. Natural capital -merujuk pada ketersediaan sumber daya alam (tanah, air, udara, sumber daya
genetik, dan lain-lain) dan aspek lingkungan (siklus hidrologi, pencemaran, polusi, dan lain-lain).
Natural capital juga terkait aspek agroekologi/agroekosistem seperti topografi, iklim, dan letak
wilayah (misalnya jarak ke kota terdekat atau pasar) yang menentukan misalnya derajat
kemudahan akses atau transportasi. Natural capital ini merupakan merefleksikan sumberdaya
untuk ‘dari’ dan ‘kemana’ usaha-usaha BUMDes akan diarahkan.

2. Economic or financial capital — merupakan basis modal (uang tunai, kredit/hutang, tabungan,
dan aset ekonomi lainnya, termasuk infrastruktur dasar dan peralatan produksi dan teknologi)
yang penting untuk melaksanakan usaha. Termasuk disini adalah konteks ekonomi (pasar), yang
mengacu pada sejauh mana kondisi pasar (baik di dalam negeri maupun di luar negeri) dapat
memungkinkan BUMDES berkembang, atau malah sebaliknya justru membatasinya untuk tumbuh
(Trienekens, 2011; Vermeulen & Hovens, 2006; Wijaya & Glasbergen, 2016). Misalnya, kurangnya
permintaan akan produk yang dihasilkan BUMDes di pasar, atau rendahnya kemampuan
menciptakan berbagai macam produk yang diinginkan pasar (product differentiation), maka
insentif untuk berkembang akan rendah dan BUMDes akan semakin kehilangan relevansi
keberadaannya.

3. Human capital — yaitu keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM BUMDEs (didukung
kesehatan yang baik dan kemampuan fisik yang prima) untuk mampu bekerja secara optimal.
Dengan kata lain human capital terkait dengan keberadaan personil yang kompeten, misalnya
memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai aspek teknis (misalnya alat, penyakit, hama, tanah,
benih) dan aspek manajerial/ non-teknis (misalnya, komunikasi dan manajemen organisasi)
(Devas, 1997; Guijarro, 2007; Stapel & Schneider, 2012).

4. Social capital — berkaitan dengan sumber daya sosial (jaringan, hubungan sosial, afiliasi, asosiasi)
yang digunakan saat BUMDEs mengejar strategi usaha dan memerlukan tindakan terkoordinasi.
Dengan demikian, social capital juga berhubungan dengan keberadaan organisasi-organisasi di
desa yang berperan dalam pertemuan formal, membantu menegosiasikan kepentingan BUMDes
dengan pihak eksternal (seperti pemerintah atau pihak swasta) untuk meningkatkan modal

finansial dan akses pasar yang lebih luas serta kesempatan kerja.



2.3. Indikator tingkat efektivitas (keberhasilan) BUMDes

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dipahami sebagai
lembaga usaha desa yang menampung kegiatan ekonomi desa dan dikelola oleh desa. Menurut
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018), keuntungan dari
BUMDes digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan desa, misalnya untuk membangun sekolah,
jalan, kegiatan sosial dan lain-lain. Namun, BUMDes tidak diharapkan ‘mematikan’ bisnis masyarakat
yang telah terlebih dahulu ada di suatu desa. Setiap BUMDes yang mampu hidup mandiri dan maju
diwajibkan untuk membuat koperasi, dan kemandirian BUMDes dicirikan oleh laba yang meningkat,
dan unit usaha dan/atau produk yang bervariasi. Berdasarkan harapan-harapan tersebut, indikator

kesuksesan (maju dan mandiri) BUMDEs dapat dikategorikan menjadi empat:

a) Laba atau profit dan asset yang meningkat secara kontinu dan/atau konsisten. Hal ini terwujud
salah satunya jika BUMDes memiliki perencanaan dan tujuan (planning and goals) yang baik,
terdokumentasi dan terlaksana dengan baik pula.

b) Jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen/pasar yang dituju melalui
kemampuan menciptakan berbagai produk dan unit usaha, dan melalui kemampuan menciptakan
berbagai kolaborasi yang bersifat saling menguntungkan antara BUMDes dengan pihak-pihak lain
(swasta dan pemerintah).

c) Kepuasan pengelola BUMDes cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja BUMDes. Hal ini
termasuk kepuasan terhadap aspek manajemen organisasi dan kemampuan para karyawan dalam
melaksanakan tugas.

d) Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap manfaat dari adanya BUMDes.
Indikatornya apabila BUMDes mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat seperti
membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peluang pendidikan, memperbaiki akses
transportasi dan lain-lain serta mencegah konflik (karena adanya persaingan dengan usaha-usaha

sejenis di desa masing-masing)

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Tulisan ini menggolongkan tingkat efektivitas/keberhasilan

BUMDes menjadi tiga kategori:

1. Berjuang untuk hidup (strugle for survive), yaitu BUMDes yang belum mampu untuk
menghasilkan laba/profit dan aset yang meningkat secara konsisten sejak didirikan, jaringan masih

lemah, dan kepuasan pengelola serta masyarakat relatif rendah.



2. Tumbuh (growing), yaitu BUMDes yang mampu memenuhi sebagian kriteria/indikator di atas.
Misalnya, walaupun laba dan aset meningkat namun jaringan masih terbatas atau kepuasan
masyarakat masih relatif rendah serta belum memiliki koperasi.

3. Maju dan mandiri (profitable and independent), yaitu BUMDes yang telah memenuhi semua

indikator di atas dengan relatif baik.
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